BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UNTUK SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a, bahwa berdasarkgn Peraturan Menteri Keuangan Nomor
et 156 /PMK.07 /2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa perlu ditindaklanjuti dengan
Peraturan Bupati untuk penyempurnaan penyaluran,
penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan
serta evaluasi pengelolaan dana desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati téhtang Tata; .Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Yang _ﬁéi‘sumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ‘%Ptuk setiap Desa se-
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat  : | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
~—t Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); i

. Peraturan Pemerintah Penggahti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan' Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peratuféfi- Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ilndang~U‘ndang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
, Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam §Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, .Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

Peraturan Menteri Desa, Perrlbangunan %aerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyaraksstw Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara

16.

17.

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang
Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun



Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866)

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN

KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 09
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK

SETIAP DESA | SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
ANGGARAN 2020.

! Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturaif Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten
Bengkayang Tahun Anggaran 2020 di ubah sebagai berikut :

k.

(1)

(1a)

(1b)

(o)

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dirubah, dan di antara ayat (2) dan (3) disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk méfiibiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup man?fsia serta penanggulangan
kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana KexjaAPemerintah Desa.

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10 dalam
rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi corona virus disease
2019 (COVID-19), antara lain Berupa:

'a. Kegiatan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

dan/atau
b. Jaring pengaman sosial di Desa.

Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai
keluarga penerima manfaat

Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)



(1d)

(le)

(19

(2)

(2a)

@)
(4)

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana di maksud ayat (1B)

paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan;
dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu
Sembako, Kartu Pra Kerja dan Bantuan Sosial Lainnya yang sejenis;

c. Keluarga Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun/kronis.

Pendataan Calon Keluarga Penerima BLT Desa sebagaimana di maksud ayat

(1e) huruf b, mempertimbangkln Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

dari Kementerian Sosial.

Besaran BLT Desa sebagaimana’dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:

a. Rp. 600.000,00 (enam ratus:..‘ ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai
dengan bulan ketiga per-keluarga penerima manfaat;

b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai
dengan bulan kesembilan per-keluarga penerima manfaat.

c. Pembayaran BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
selama 9 (sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan
ketersediaan anggaran Dana*Desa per bulannya.

Dalam hal Dana Desa yang telah digunakan untitk pembayaran BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa, Kepala Desa dapat
menggunakan sisa Dana Desa untuk program stifulus di Desa antara lain
untuk Padat Karya Tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik Desa dengan
berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Dihapus

Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga
penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa
sebagaimana di maksud ayat (1b), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
di tetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan



Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang. '

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Pesember 2020

BENGKAYANG,
e

5 BUDIMAN




